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TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA CIREBON, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa        

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,                  
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang             
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                     

Tahun Anggaran 2026; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi              
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang 
Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7045); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6385); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6906); 
26. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57      
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 

Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 102); 

27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52               
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19               
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62                

Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017                     
Nomor 1067); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10                
Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen 
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia             
Tahun 2018 Nomor 462); 

32. Peraturan Menteri   Dalam  Negeri  Nomor 36            

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai  Politik  (Berita  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79               

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70                
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia               

Tahun 2019 Nomor 1114); 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90                

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77               

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9                 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110                   

Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja 

Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi 
Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan              
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat 
Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana 

Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 965); 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15                

Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 648); 
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 229); 

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 

tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan                  

Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2024 Nomor 1104); 
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana 

Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 630); 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia            

Tahun 2024 Nomor 762); 
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 

tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal 
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765); 
45. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 

Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia         

Tahun 2025 Nomor 325); 
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8                  

Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon              
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1                 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang 
Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon   
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 7); 

47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9                   
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5                  

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah                  
Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5,); 

48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6                  

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  Daerah              

Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75); 

49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5             
Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten,Tbk (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 112); 

50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5               
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5               
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 148); 

51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2                  
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022            
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 117); 

52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7                   
Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon Pada Perusahaan Umum 

Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon               
Nomor 121);  

53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3                  

Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah                     
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon        

Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 128); 

54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14                 
Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri 

Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah                       

Kota Cirebon Nomor 137); 
55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1                 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 138); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

dan 

WALI KOTA CIREBON 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Daerah Kota Cirebon. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah Otonom. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 

dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun 
nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

17. Penyertaan Modal  Pemerintah adalah bentuk investasi 

Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 
kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas 

dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 
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Pasal 2 
(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 

Pembiayaan Daerah. 
(2) APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026 berjumlah 

Rp1.523.896.668.827,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian 
sebagai berikut: 

a.  Pendapatan Daerah : Rp1.496.160.917.227,00 
b.  Belanja Daerah : Rp1.486.896.668.827,00 
c.  Pembiayaan Daerah :  

 1. Penerimaan pembiayaan                  Rp27.735.751.600,00 
 2. Pengeluaran pembiayaan                 Rp37.000.000.000,00 

 

Jumlah pembiayaan netto      (Rp9.264.248.400,00) 
Sisa lebih pembiayaan 

anggaran  
 

 Rp0,00 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam             
Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari: 
a.  Pendapatan asli daerah Rp745.256.365.161,00 

b.  Pendapatan transfer Rp750.904.552.066,00 
 

Pasal 4 
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam               

Pasal 3 huruf a, bersumber dari: 

a.  Pajak daerah Rp357.923.113.246,00 
b.  Retribusi daerah Rp347.145.596.002,00 

c.  Hasil Pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

Rp13.500.000.000,00 

d.  Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

Rp26.687.655.913,00 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b, bersumber dari: 

a.  Transfer pemerintah pusat Rp703.699.823.000,00 
b.  Transfer antar daerah Rp47.204.729.066,00 

 
Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b, terdiri atas: 
a.  Belanja operasional Rp1.429.568.071.237,00 

b.  Belanja modal Rp54.328.597.590,00 
c.  Belanja tidak terduga Rp3.000.000.000,00 

 

Pasal 6 
(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a, terdiri atas: 

a.  Belanja pegawai Rp759.074.132.808,98 
b.  Belanja barang dan jasa Rp641.934.827.998,02 

c.  Belanja hibah Rp25.065.110.430,00 
d.  Belanja bantuan sosial Rp3.494.000.000,00 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5                  

huruf b, terdiri atas: 
a.  Belanja modal peralatan dan 

mesin 
 

Rp23.289.759.355,00 
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b.  Belanja modal gedung dan 
bangunan 

Rp14.685.722.000,00 

c.  Belanja modal jalan, jaringan 
dan irigasi 

Rp9.390.436.100,00 

d.  Belanja modal aset tetap 

lainnya 

Rp6.417.483.175,00 

e.  Belanja modal aset lainnya Rp545.196.960,00 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c, terdiri atas: 

 Belanja Tidak Terduga Rp3.000.000.000,00 

 
Pasal 7 

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a.  Penerimaan pembiayaan Rp27.735.751.600,00 

b.  Pengeluaran pembiayaan Rp37.000.000.000,00 
 

Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam           
Pasal 7 huruf a, terdiri atas: 
a.  Sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun sebelumnya 

Rp735.751.600,00 

b.  Penerimaan pembiayaan 

utang daerah 

Rp27.000.000.000,00 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam           
Pasal 7 huruf b, terdiri atas: 

a.  Penyertaan modal daerah Rp10.000.000.000,00 
b.  Pembayaran pembiayaan 

utang daerah 

Rp27.000.000.000,00 

 
Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi 

pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang 
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD                            

Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih 
dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran APBD Kota Cirebon, dan memberitahukan 

kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),     
meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 

Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 
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c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan                        
perundang-undangan;dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

 
Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

a.  Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 
menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
b.  Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi; 
c.  Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 
kelompok, jenis pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan; 
d.  Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, dan sub 
kegiatan beserta indikator dan target 

kinerjanya; 
e.  Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintah daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

f.  Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan 
SPM; 

g.  Lampiran VII : Sinkronisasi program pada 
RPJMD/RPD dengan rancangan APBD; 

h.  Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan 

sub kegiatan pada RKPD dan PPAS 
dengan rancangan APBD; 

i.  Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas dan 
kegiatan prioritas nasional dengan 
program prioritas daerah; 

j.  Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan 
dan per jabatan; 

k.  Lampiran XI : Daftar piutang daerah; 

l.  Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan 
investasi daerah lainnya; 

m.  Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah dan 
aset lain-lain; 

n.  Lampiran XIV : Daftar subkegiatan tahun jamak (multi 
years); 

o.  Lampiran XV : Daftar dana cadangan;dan 
p.  Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah. 





KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 745.256.365.161,00

4.1.01 Pajak Daerah 357.923.113.246,00

4.1.02 Retribusi Daerah 347.145.596.002,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.500.000.000,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 26.687.655.913,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 750.904.552.066,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 703.699.823.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 47.204.729.066,00

Jumlah Pendapatan 1.496.160.917.227,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.429.568.071.237,00

5.1.01 Belanja Pegawai 759.074.132.808,98

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.934.827.998,02

5.1.05 Belanja Hibah 25.065.110.430,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.494.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL 54.328.597.590,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.289.759.355,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.685.722.000,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.390.436.100,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.417.483.175,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 545.196.960,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00

Jumlah Belanja 1.486.896.668.827,00

Total Surplus/(Defisit) 9.264.248.400,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 27.735.751.600,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 735.751.600,00

6.1.08 Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah 27.000.000.000,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 37.000.000.000,00

1

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DANPEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026
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